
BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR |# TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang a.

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan

bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar

organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar

kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar

jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian

objek, sehingga menjadi syarat yang dapat menyebabkan

perubahan APBD;
bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 tahun

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76

Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu disesuaikan

dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan

program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta

kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada APBD awal

belum mencukupi atau mencapai output kegiatan, sehingga

perlu diubah;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Solok Selatan tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004 _~ tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 _~ tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

3.

4.

5.

6.

7.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia

Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

8.

Ne
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

920. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2022;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022;

24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 76),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

(Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai

berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula

berjumlah Rp 931.903.844.963 berkurang sejumlah Rp.696.308.261 sehingga

menjadi Rp.931.207.536.702 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.843.767.287.021
b. Bertambah/Berkurang Rp.(696.308.261)

Jumlah Pendapatan setelah pergeseran Rp.843.070.978.760
B. Belanja Daerah

a. Semula Rp.931.903.844.963
b. Bertambah/Berkurang Rp. (696.308.261)

Jumlah Belanja setelah pergeseran Rp.931.207.536.702

Surplus (Defisit setelah pergeseran) Rp.(88.136.557.942)

C. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula Rp.88.136.557.942
2. Bertambah/Berkurang Rp. -

Jumlah Penerimaan Setelah Pergeseran Rp.88.136.557.942

b. Pengeluaran
1. Semula Rp -

2. Bertambah/Berkurang Rp. -

Jumlah Pengeluaran Setelah Pergeseran Rp. -

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran Rp. -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pergeseran Rp.-

2. Ketentuan dalam lampiran 1, lampiran II dan Lampiran Ill, diubah menjadi

lampiran I lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 14 MARET 2022

ikBUPATI SOLOK SELATAN,

|
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Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 14 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SVFMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR \F
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